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ABSTRAK 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah memberikan kontribusi 

penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana hasil evaluasi layanan yang ada di Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Terhadap Informasi Publik Provinsi Aceh. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa PPID telah berkontribusi 

baik dalam efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Meski 

demikian, belum ada perubahan yang signifikan, dibutuhkan perbaikan layanan informasi 

PPID Provinsi Aceh dan masih adanya tantangan keterbatasan sumber daya manusia, 

rendahnya kesadaran publik, kebutuhan digitalisasi dan sosialisasi yang lebih luas masih 

perlu diatasi. 

Kata Kunci: Evaluasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Informasi 

Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Informasi publik di era digital memiliki peran penting dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendorong partisipasi 

masyarakat1. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 

28F menjelaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”2.  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan 

Informasi Publik, Undang-Undang tersebut menjamin hak masyarakat untuk mengakses 

informasi dari instansi pemerintah. Undang-undang ini bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat memperoleh informasi tentang cara kerja pemerintahan di semua tingkatan. 

Siapa pun, termasuk warga negara dan bukan warga negara, dapat meminta informasi 

berdasarkan undang-undang ini3. Institusi publik mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai operasionalnya4. Hal ini dilakukan 

melalui proses yang disebut layanan informasi publik. Untuk memastikan informasi 

 
1 Angie Octaviany, “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan 

Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung,” 2022,  
2 Kemenkeu, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik,”. 
3 Suwandi Sumartias, “Dinamika Keterbukaan Informasi Publik Bekerja Sama: Pusat Penelitian 

Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero),”. 
4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” 2008, 69–

73. 
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tersebut dapat diakses oleh semua orang5, setiap badan publik harus menunjuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID.  

 Badan publik diartikan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, 

legislatif, yudikatif, atau fungsi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 

Mereka menerima pendanaan dari APBN, APBD atau gabungan keduanya, serta dari 

sumber non-pemerintah seperti sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri6. 

Provinsi Aceh telah menetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 

Tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada pemerintah 

Aceh, peraturan gubernur ini bertujuan sebagai pedoman meningkatkan pengelolaan 

pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Aceh7.  

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa, setiap badan publik wajib menunjuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana pelayanan 

informasi, namun pada kenyataannya masih banyak badan publik yang ada di Provinsi 

Aceh belum menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Terdapat 

banyak masalah terkait pelayanan informasi publik, di mana banyak badan publik sering 

terlambat atau gagal memberikan layanan sesuai ketentuan. Hal ini sering kali 

menyebabkan pemohon mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik atau bahkan 

melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Masalah ini menjadi kompleks karena masuk ke 

ranah sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Publik. Komisi tersebut 

 
5 M.Pd. Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, Pengawasan Pelayanan Publik.  

    6 Rila Kusumaningsih, “Implementasi E-PPID Terhadap Keterbukaan Informasi Publik  dalam 

Sengketa Informasi Kinerja Badan Publik,” Primagraha Law Review 2, no. 1  (2024): 13–30. 
7 Peraturan.bpk.go.id, “Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2023,” 2023, 0–5. 
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memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi 

dan/atau ajudikasi, yang tentunya memerlukan waktu, biaya, dan energi yang tidak 

sedikit8. Selain Komisi Informasi yang memiliki wewenang9, Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga diawasi dalam keterbukaan informasi oleh 

Masyarakat, atasan PPID dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi10.  

  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menunjuk Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh untuk merangkap Satuan Kerja Perangkat Aceh 

untuk menyediakan layanan informasi publik11.  Melalui itu juga Pemerintah Aceh 

berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai tingkatan, termasuk di 

tingkat provinsi. Adapun tugas dari PPID bertugas untuk menyediakan, memberikan, 

dan/atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Sasaran  PPID 

Aceh adalah bagi seluruh masyarakat, perseorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) maupun instansi yang membutuhkan layanan informasi12.  

 Layanan PPID Provinsi Aceh terdapat beberapa akses permohonan informasi 

yang bisa di akses oleh seluruh masyarakat seperti melalui WhatsApp, E-Mail, 

 
8 Aceh PPID, “Siapkah Badan Publik Menghadapi Keterbukaan Informasi Publik?,” PPID Aceh 

Prov. 
9 Komisi Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang StandarPelayanan 

Informasi Publik, 2010.    
10

 2008, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.” 
11 Diskominfo dan Sandi Aceh, “Profil PPID,”. 
12 Diskominfo dan Sandi Aceh, “Profil PPID,”. 
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mendatangi langsung desk layanan, aplikasi dan website13. Fokus dalam penelitian ini 

melihat evaluasi layanan informasi di diberikan oleh PPID melalui website PPID Prov 

Aceh. Website ini digunakan oleh PPID untuk menyediakan informasi publik, website 

PPID Provinsi Aceh dapat diakses di https://ppid.acehprov.go.id/. Jenis evaluasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu post evaluasi selama tahun 2022, 2023 dan 2024. 

Disamping itu, menurut amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi dalam website ini ada berbagai program yang telah dirancang 

dalam menyediakan layanan informasi secara terpadu, layanan informasi tersebut tersedia 

di tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Satuan Perangkat Kerja Aceh 

(SKPA)/ Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dapat menggunggah informasi di PPID 

Provinsi Aceh sehingga informasi yang dibutuhkan lebih terintegrasi untuk pengguna. 

Setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan layanan dalam tiga kategori: 

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan 

secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat14.  

 PPID Provinsi Aceh yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Persandian Aceh dalam penilaian keterbukaan informasinya hampir setiap tahunnya 

mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik15. Namun, dalam kenyataannya, 

masih terdapat beberapa kendala dalam mendapatkan informasi publik di website PPID 

Kominfo Aceh. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat masih banyak yang 

belum mengetahui tentang hak mereka atas informasi publik dan bagaimana cara 

mengakses informasi publik melalui website PPID Prov Aceh. Permasalahan tersebut 

 
13

 Aceh PPID, “Keterbukaan Informasi,” PPID Prov Aceh.  
14 Aceh PPID,“Keterbukaan Informasi, ”PPID ProvAceh. 
15

  Diskominfo dan Sandi Aceh, “Profil PPID.” 

https://ppid.acehprov.go.id/
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dapat menghambat terwujudnya keterbukaan informasi publik di Aceh16. Permasalahan 

lainnya dari hasil observasi menunjukkan adanya data yang tidak kontras antara 

permohonan informasi dan juga informasi yang selesai.  

Gambar 1.1 Data Informasi Publik Provinsi Aceh 

 

 

  

 

 

 

Sumber Data: Website PPID Prov Aceh (Diakses 7 Januari 2025)  

Data permohonan informasi sejak tahun 2013 hingga 2025 menunjukkan bahwa 

PPID Utama Provinsi Aceh belum efektif dalam memenuhi hak informasi publik. Adanya 

dinamika yang signifikan antara 862 permohonan yang masuk dan hanya 323 

permohonan yang dapat diselesaikan, ditambah dengan 78 keberatan pemohon, 

mengindikasikan adanya kendala di PPID. Penyelesaian permohonan yang rendah, 323, 

dan tingginya angka keberatan menunjukkan ketidakpuasan pemohon terhadap layanan 

PPID.  

Berdasarkan observasi peneliti dari Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi 

(LLID) adanya alasan penolakan permohonan, seperti informasi tidak dikuasai, informasi 

 
16 PPID Operator, “Operator PPID,”. 
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dikecualikan, dan pemohon tidak memenuhi syarat, mengindikasikan kurangnya 

koordinasi, penerapan pengecualian yang luas, dan kurangnya sosialisasi. Faktor-faktor 

seperti kapasitas SDM yang kurang, prosedur yang rumit, pemanfaatan teknologi yang 

belum optimal, kurangnya koordinasi antar unit kerja, dan pemahaman regulasi yang 

rendah turut mempengaruhi efektivitas PPID. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian terakait evaluasi informasi publik pada website PPID Prov 

Aceh yang berada dibawah kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 

Aceh, Penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam permasalahan ini, sehingga 

dapat mengetahui keterlibatan pengguna layanan dalam evaluasi tahunan, mengetahui 

pengalaman pengguna PPID Provinsi Aceh, mengetahui proses ditemukan solusi dan 

rekomendasi yang dapat membantu PPID Provinsi Aceh meningkatkan kualitas layanan 

informasi publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan informasi publik di Aceh.  

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Masih Ditemukan Informasi yang Tidak Dapat Dipenuhi Karena Informasi Tersebut 

Belum Dipublikasikan Sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

di Provinsi Aceh Sulit dalam Mewujudkan Pemenuhan Informasi Publik  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Bagaimana Evaluasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Terhadap Informasi Publik di Provinsi Aceh? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk Mengetahui Evaluasi Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Terhadap Informasi Publik di Provinsi Aceh 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

 Hasil evaluasi akhir ini sangat diharapkan supaya dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh agar 

terus meningkatkan pelayanan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas 

informasi yang dituju. Selain itu, peneliti juga berharap agar penulisan ini dapat menjadi 

bahan masukan untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lainnya di 

lingkungan Pemerintah Aceh. 

1.5.2 Manfaat Akedemis  

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di 

kalangan akademisi. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi 

dunia akademik, baik sebagai bahan ajar bagi dosen maupun sebagai referensi dan 

referensi bagi mahasiswa terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Provinsi Aceh, dengan demikian penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh dan 

pembahasan yang relevan tentang pentingnya pelayanan informasi bagi masyarakat. 
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